PANCASILA SEBAGAI PARADIG-
MA PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG SOSIAL POLITIK

Saafroedin Bahar*)

Pada dasarnya, konsep “paradigma” yang pertama
kalinya dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, berarti sebuah
model berpikir dalam ilmu pengetahuan. Paradigma besar
manfaatnya, oleh karena konsep ini mampu menyeder-
hanakan dan menerangkan suatu kompleksitas fenomena
menjadi seperangkat konsep dasar yang utuh. Paradigma
tidaklah statis, karena ia bisa diubah jika paradigma yang
ada tidak dapat lagi menerangkan kompleksitas fenomena
yang hendak diterangkannya itu.

Bidang sosial politik dapat di-
artikan sempit dan dapat diarti-
kan luas. Dalam tulisan ini, kita
memahaminya dalam artian
luas, yaitu menyangkut kehidup-
an berbangsa dan bernegara,
khususnya hubungan antara rak-
yat, wilayah dan pemerintah,
yang selanjutnya mencakup ca-
bang legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Pada dasarnya, politik
berkenaan dengan masalah ke-
kuasaan, yang memang diperlu-
kan oleh negara manapun juga
dalam menunaikan dua tugas
pokoknya, yaitu memberikan
kesejahteraan dan menjamin
keamanan bagi seluruh warga-
nya. Kekuasaan adalah kemam-
puan untuk mendorong orang
lain untuk melaksanakan ke-
mauan kita. Kekuasaan tidak

akan terasa sebagai paksaan ka-
lau penggunaannya disertai oleh
kepemimpinan yang bermutu
tinggi. Kepemimpinan yang ber-
mutu tinggi itu sendiri akan ter-
kait dengan kewibawaan, yaitu
penerimaan kekuasaan itu se-
cara sadar dan sukarela oleh me-
reka yang dikuasai itu. Dengan
lain perkataan, sesungguhnya
kekuasaan yang mantap itu ada-
lah kekuasaan yang bersifat de-
mokratis.

Masalah yang paling dasar
dalam wacana kita sekarang ini
adalah mempertanyakan — dan
menjawab - apakah sesungguh-
nya Pancasila itu dan sudahkah
konsep-konsep dasar Pancasila
dituangkan ke dalam sebuah pa-
radigma sosial politik yang pa-
dat, yang mampu menerangkan
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kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara di Indone-
sia pada umumnya, dan kehi-
dupan sosial politik pada khu-
susnya? Bukankah kritik yang
paling sering kita dengar adalah
bahwa walaupun nilai-nilai
yang dikandung Pancasila itu
baik, hanya terasa bahwa sila-si-
lanya bukan saja bagaikan terle-
pas satu sama lain, tetapi juga
penerapannya dalam kenyataan
yang belum sesuai dengan kan-
dungan normanya. Jika kritik itu
benar, bukankah hal itu berarti
bahwa Pancasila masih belum
tertuang dalam suatu paradig-
ma, atau jika sudah pernah men-
jadi paradigma, ia tidak mampu
lagi menerangkan kenyataan
politik di Indonesia dewasa ini?
Jika memang demikian halnya,
bukankah kewajiban kita bersa-
ma mengembangkannya sede-
-~ mikian rupa sehingga mampu
menerangkan kompleksitas ke-
hidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara di Indone-
sia ini?

Pancasila, yang sejak tahun
1945 telah dinyatakan sebagai
dasar negara Republik Indone-
sia, mungkin memang masih me-
merlukan pengembangan, pen-
dalaman dan penjabaran kon-
septual agar dapat menjadi se-
buah paradigma yang andal.
Pengembangan, pendalaman
dan penjabaran ini amat urgen,
. oleh karena amat sukar mem-
bayangkan akan adanya sebuah

Indonesia, yang dalam segala
segi amat majemulk, tanpa dikait-
kan dengan Pancasila.

Tinjauan Kesejarahan

Pancasila dirumuskan dalam
rangka pembentukan negara

Secara historis perlu kita ingat
bahwa Pancasila bukanlah me-
rupakan hasil renungan speku-
latif seorang filosof sebagai a man
of thought. Pancasila dirumuskan
secara induktif oleh seorang na-.
tion builder, sebagai kristalisasi
pengalaman dan pengamatan-
nya terhadap kesamaan masya-
rakat Indonesia, yang diperlukan
dalam rangka pembentukan se-
buah negara. Pancasila bukan-
lah hasil wacana filsafat yang
bertujuan mencari prima causa,
atau hakikat kebenaran. Pancasi-
la adalah respons Ir Soekarno
sebagai tokoh pergerakan rakyat
- a man of action - terhadap per-
tanyaan Ketua BPUPKI, Dr. Ra-
djiman Wedyodiningrat pada
tanggal 28 Mei 1945 kepada
para anggota badan tersebut, ten-
tang apakah dasar dari negara
yang segera akan dibentuk.Sejak
tahun 1944, karena terdesak oleh
berbagai kekalahan dalam pe-
rang dan untuk mengambil hati
rakyat Indonesia, Pemerintah
Kekaisaran Jepang memang te-
lah memberikan janji bahwa In-
donesia - yang didudukinya se-
jak awal tahun 1942 — segera
akan diberi kemerdekaan.
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Pancasila pernah disifatkan
sebagai filsafat politik. Namun,
mungkin perlu dipertanyakan,
apakah pemikiran tentang Pan-
casila memang sudah cukup
mendalam dan cukup berkem-
bang secara koheren dan konsis-
ten sehingga layak untuk diberi
predikat sebagai filsafat politik,
political philosophy, setingkat de-
ngan filsafat politik lainnya di
dunia?

Jika filsafat ditandai oleh pi-
kiran yang mendalam, kritis dan
sistematis, maka dapat dikata-
kan bahwa Pancasila belum ber-
kembang secara memadai se-
bagai suatu filsafat politik. Se-
babnya adalah karena Ir. Soekar-
no — sebagai “penggali” Pan-
casila — belum pernah berkesem-
patan menuangkan pikirannya
secara filsafati, walaupun sete-
lah tahun 1945 itu Ir Soekarno
pernah dua kali mengulas lebih
lanjut pemikirannya dalam kur-
sus resmi mengenai Pancasila.
Sukar untuk dibantah, bahwa
sampai saat ini pun Pancasila
masih sarat dengan retorika, dan
karena itu amat rentan terhadap
penafsiran sesaat. Demikianlah,
pada saat dunia secara ideologis
terpecah antara kubu Barat yang
kapitalis dan kubu Timur yang
komunis, Ir. Soekarno sendiri
menjelaskan bahwa Pancasila
adalah “Marxisme yang dite-
rapkan di Indonesia” atau Pan-
casila sama dengan “Nasakom”.

Hal itu sudah jelas tidak benar.

Namun kerentanan pemi-
kiran Soekarno pada pengaruh
situasi sesaat tersebut tidaklah
mengecilkan makna sum-
bangannya terhadap eksistensi
negara Republik Indonesia. Sum-
bangannya yang akan bersifat
abadi terhadap Indonesia adalah
anjurannya yang diterima de-
ngan gegap gempita pada tang-
gal 1 Juni 1945 kepada BPUPKI
untuk menerima lima Sila terse-
but sebagai dasar negara; ke-
pemimpinannya dalam meru-
muskan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945; dan Prokla-
masi Kemerdekaan yang dibaca-
kannya pada tanggal 17 Agus-
tus 1945.

Tiga artian Pancasila

Tiga artian Pancasila yaitu (1)
sebagai prasaran politik 1 Juni
1945, (2) sebagai bagian dari
rancangan dokumen konstitu-
sional 22 Juni 1945, dan (3) se-
bagai bagian dari dokumen kon-
stitusional, 18 Agustus 1945.

Walaupun sebagai pribadi, se-
bagai warga masyarakat, dan se-
bagai anak bangsa kita sudah
mendengar, memahami dan me-
yakini, bahkan melaksanakan
berbagai gagasan mengenai ketu-
hanan, kemanusiaan, persatuan,
demokrasi, dan keadilan sosial -
yang kemudian menjadi sila-sila
Pancasilaitu — namunrasanya
sebelum tahun 1945 kita tidak
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pernah mendengar adanya ga-
gasan untuk menyatukan kelima
gagasan tersebut sebagai suatu
kesatuan yang utuh, dan agar
disepakati sebagai basic premises
untuk mendirikan negara. Ga-
gasan seperti itu pertama kalinya
diajukan oleh Ir. Soekarno dalam
pidatonya pada sidang pertama
Badan Penyelidik Usaha Per-
siapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) pada tanggal 1 Juni
19451 .
Mengapa justru Soekarno
yang mampu mengidentifikasi
lima gagasan terpadu itu? Meng-
apa bukan tokoh lain? Perta-
nyaan ini sungguh menarik, dan
hanya mungkin kita jawab jika
kita mendalami riwayat hidup
beliau serta visi kenegaraannya.
Yang jelas, Soekarno amat yakin,
bahwa bagaimanapun maje-
muknya masyarakat Indonesia,
namun keseluruhannya itu da-
lam mata batin Soekarno adalah
suatu bangsa. Dengan lain per-
kataan, sesungguhnya paradig-
ma politik dan visi kenegaraan
Soekarno adalah nasionalisme,
setidak-tidaknya nasionalisme
menurut visi Soekarno. Sungguh
amat sukar kita memahami Soe-
karno di luar konteks nasionalis-
me. Juga pada saat ia mempro-
pagandakan kesatuan antara

nasionalisme-islamisme dan
marxisme, ia berbicara mengenai
kesatuan bangsa Indonesia, yang
disemangati oleh tiga ideologi
tersebut.

Berdasar renungannya yang
bagaikan merupakan suatu ob-
sesi untuk menyatukan seluruh
masyarakat Indonesia yang
demikian majemuk, Soekarno
menyimpulkanbahwa ada lima
dasar negara, yang disebutnya
Sila, yang dipandangnya sesuai
untuk maksud itu, yaitu Peri Ke-
bangsaan, Peri Kemanusiaan,
Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan,
Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia, dan akhirnya
Peri Ketuhanan. Didukung oleh
oratory yang kuat, pemikiran
Soekarno tersebut mendapatkan
sambutan yang gegap gempita
dari para anggota lainnya.

Perlu kita ingat, bahwa wa-
laupun anjuran pertama me-
ngenai lima sila Pancasila adalah
copyright Soekarno, namun lima
sila dalam konsep Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945
("Piagam Jakarta”) tanggal 22
Juni 1945 adalah sebuah karya
kolektif. Sila-Sila yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar tersebut dibahas

! LihatSaafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, eds, Edisi Keempat, 1998, Risalah
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oleh 38 orang anggota BPUPKI
yang masih tinggal di Jakarta pa-
da saat reses BPUPKI antara
tanggal 2 Juni-9 Juli 1945, ditam-
bah dengan beberapa orang ang-
gota Chuo Sangi In, untuk kemu-
dian dirumuskan secara padat
oleh sembilan orang anggota
BPUPKI. Bukan saja urutan dan
relevansi lima Sila Pancasila
tersebut ditata kembali, tetapi
juga dikaitkan dengan esensi
Tujuan Negara dan Tugas Pe-
merintahan. Hal tersebut belum
terdapat secara eksplisit dalam
pidato Pancasila Ir. Soekarno.
Peranan Panitia Sembilan - yang
juga diketuai Ir Soekarno - tidak
dapat dikatakan kecil.

Finishing touch dari draft Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar
1945 dilakukan oleh lima orang
tokoh: Drs. Mohammad Hatta,
KH Wachid Hasjim, Ki Bagus
Hadikusumo, Mr. Teuku Mo-
hammad Hassan dan Mr. Kas-
man Singodimedjo. Seperti kita
ketahui lima tokoh inilah yang
menghapuskan anak kalimat
“dengan kewajiban menjalan-
kan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” dari draft Pembu-
kaan Undang-Undang Dasar
1945, dan karena itu telah mem-
berikan landasan konstitusional
yang kukuh untuk pembentukan
suatu Republik Indonesia.

Dengan demikian ada suatu
proses yang berkesinambungan
yang melatarbelakangi pemi-

kiran kepancasilaan ini, bermu-
la dari Ir. Soekarno, berlanjut pa-
da Panitia Sembilan dalam BP-
UPKI, dan berujung pada kese-
pakatan lima tokoh PPKI.

Secara substantif, Pancasila
adalah lima aksioma politik na-
sionalisme Indonesia

Dalam perkembangannya de-
wasa ini, mungkin lebih pas jika
kita memahami sila-sila Pancasila
sebagai lima aksioma politik,
yang diterima sebagai dalil yang
tidak memerlukan rincian pen-
jelasan lagi. Yang masih perlu
kita lakukan adalah mencari
kerangka pemikiran dasar yang
dapat memberikan makna yang
lebih utuh kepada lima aksioma
politik, sehingga kita dapat me-
mahaminya secara komprehen-
sif, bukan lagi sebagai lima kon-
sep yang terlepas-lepas dan tidak
ada kaitannya satu sama lain.

Jika kita renungkan baik-baik,
mungkin tidaklah terlalu keliru
jika kita merumuskan esensi Pan-
casila itu sebagai lima aksioma
politik dari nasionalisme Indone-
sia. Nasionalisme bukanlah fil-
safat dalam artian yang lazim
difahami. Nasionalisme adalah
suatu semangat, suatu tekad,
dan suatu program aksi politik,
suatu das Sollen. Sesungguhnya
Pancasila adalah nasionalisme,

yaitu suatu faham yang ber-

pendirian bahwa semua orang
yang berkeinginan membentuk
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masa depan bersama di bawah
lindungan suatu negara, tanpa
membedakan suku, ras, agama
ataupun golongan, adalah suatu
bangsa. Seperti dikatakan Bene-
dict Anderson, nasion adalah
suatu imagined community.
Memang semangat itulah
yang meresapi keseluruhan visi
politik Ir. Soekarno sejak usia
mudanya. Dengan kharisma pri-
badinya yang demikian kuat,
. visiitu telah mempengaruhi ba-
nyak tokoh lain, dan melalui pe-
ngaruh terhadap tokoh lain itu,
mempengaruhi budaya politik
Indonesia. Kelihatannya, pensi-
fatan lain dari Pancasila akan
membawa kita pada gambaran
yang keliru. Pemikiran lanjut
tentang Pancasila, secara lebih
kritis, sistematis dan komprehen-
sif, dilakukan oleh tokoh-tokoh
terpelajar Indonesia lainnya. Pa-
ling terkemuka di antara para
tokoh terpelajar tersebut adalah
Prof. Mr. Dr. Notonagoro, Guru
Besar Filsafat Universitet (baca:
Universitas) Gadjah Mada.

Status Pancasila adalah kontrak
politik

Lalu, apa status Pancasila?
Penulis berpendapat bahwa Pan-
casila - seperti yang terdapat
dalam alinea ke empat Pembu-
kaan UUD 1945 - adalah meru-
pakan suatu kontrak politik ber-
sejarah yang bersifat mendasar
dari seluruh lapisan dan kalang-

an dalam batang tubuh bangsa
Indonesia yang besar ini. Se-
bagaimana halnya setiap kontrak
politik, substansinya mengikat
seluruh rakyat dan seluruh jajar-
an pemerintah. Pada saat ini baik
hukum nasional maupun selu-
ruh lapisan penyelenggara nega-
ra terikat oleh Pancasila, yang
telah dituangkan dalam peratur-
an perundang-undangan na-
sional.

Mereka yang tidak suka atau
tidak mau menerima Pancasila
sebagai kontrak politik dalam
pembentukan negara Republik
Indonesia ini dapat memilih dua
alternatif, yaitu membentuk ne-
garanya sendiri, jika hal itu
mungkin, atau berjuang meng-
gantinya dengan suatu kontrak
politik baru, sudah barang tentu
harus dilakukan secara legal dan
demokratis. Bila hal itu dilaku-
kannya dengan kekerasan dan
pemberontakan, ia harus memi-
kul konsekuensinya secara hu-
kum.

Vitalnya Peranan Presiden Re-
publik Indonesia

Oleh karena Pancasila terkait
dengan Undang-Undang Dasar
1945 yang menganut sistem pe-
merintahan presidensial, maka
siapa pun yang menjabat sebagai
presiden Republik Indonesia, ia
akan memegang peranan politik
yang amat penting dalam penaf-
siran dan penjabaran Pancasila
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itu.

Namun patut dicatat bahwa
selain di Amerika Serikat, yang
merupakan negara pertama
yang menganut sistem pemerin-
tahan presidensial ini, di banyak
negara sistem ini menghadapi
banyak kesulitan, khususnya
karena relatif kaku dan karena-
nya kurang responsif terhadap
dinamika pendapat umum. Di
Amerika Serikat kelemahan ter-
sebut diimbangi oleh bentuk
negara federal, di mana titik be-
rat kekuasaan justru terletak pa-
da negara-negara bagian. Um-
umnya dipandang bahwa pre-
siden Amerika Serikat hanya
mempunyai wewenang yang
cukup besar dalam bidang hu-
bungan luar negeri saja.

Ada pertimbangan sejarah
khas yang melatarbelakangi pe-
milihan sistem pemerintahan
presidensial dan bentuk negara
kesatuan di Indonesia. Pertim-
bangan itu adalah kesadaran
betapa rentannya demikian ba-
nyak sukubangsa Indonesia sela-
ma ini terhadap taktik divide et
impera dari rezim kolonial. Oleh
karena itulah, secara sadar dipi-
lih format politik yang diperkira-
kan akan mampu mencegah ke-
rentanan itu, dengan mengem-
bangkan semangat kebangsaan
dan persatuan. Dalam babak
awal gerakan kaum muda yang
kemudian menjadi pendiri nega-
ra ini amat bersifat elitis, baru

kemudian gerakan tersebut men-
jadi lebih populis, dengan meli-
batkan massa rakyat. Dapat di-
katakan bahwa sejak awalnya,
Republik Indonesia berdiri dan
berfungsi menurut pola top-
down.

Sudah barang tentu, tidaklah
mudah bagi lapisan kecil kaum
terpelajar Indonesia itu untuk
menjangkau rakyat banyak,
yang sebagian besar masih ber-
pendidikan rendah, hidup di lo-
kasi yang amat tersebar, dalam
keadaan yang pas-pasan. Mere-
ka harus menjangkau rakyat me-
lalui kekuatan kharisma pribadi
yang dimilikinya. Rakyat Indo-
nesia, baik dahulu maupun seka-
rang, lebih tertarik pada tokoh-
tokoh daripada substansiideolo-
gi atau program politik yang di-
tawarkan oleh tokoh-tokoh yang
bersangkutan.

Demikianlah, dengan mak-
sud mencegah kelemahan yang
melekat pada suatu masyarakat
majemuk, para pendiri Republik
Indonesia selain memilih bentuk
pemerintahan presidensial juga
memilih bentuk negara kesatu-
an. Sebagai akibatnya, seluruh
kekuasaan pemerintahan-ber-
tumpuk pada pemerintah pusat
dan para politisi ibu kota nega-
ra. Susahnya, jangkauan kharis-
ma pribadi seorang tokoh diba-
tasi oleh lingkungan kultural
asalnya, dan - seperti diingatkan
Max Weber - kharisma tidaklah
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langgeng. Bila kharisma seseo-
rang itu tidak memberikan man-
faat konkrit, khususnya dalam
bidang ekonomi, pengaruh kha-
risma akan segera merosot, bah-
kanlenyap.

Hal itu terlihat jelas pada
pengalaman Ir. Soekarno sebagai
Presiden. Walaupun kemampu-
an retorikanya tidaklah berku-
rang sampai saat-saat terakhir,
namun keadaan ekonomi yang
tidak pernah membaik di bawah
pemerintahannya, ditambah
dengan suasana ketidakpastian
suasana revolusioner yang
dikobar-kobarkannya sebagai
pemimpin besar revolusi, ia jatuh
pertengahan tahun 1966 oleh
rangkaian demonstrasi pelajar
dan mahasiswa yang mengaju-
kan tiga tuntutan. Tiga tuntutan
itu adalah: turunkan harga, bu-
barkan kabinet 100 menteri, dan
bubarkan PKI.

Pengalaman yang sama teru-
lang pada Jenderal Soeharto,
yang pernah memiliki kharisma
sebagai komandan Serangan 1
Maret 1949 ke Ibukota Jogjakar-
ta yang sedang diduduki Belan-
da. Dalam 15 tahun pertama ia
berhasil memperbaiki kondisi
ekonomi, politik dan keamanan
Indonesia ke taraf yang belum
pernah dicapai sebelumnya. Ia
bahkan telah berusaha menyum-
bangkan pemikirannya me-
ngenai penghayatan dan penga-
malan Pancasila, yang kemudi-

an disyahkan oleh Majelis Per-
musyawaratan Rakyat. Namun
dalam kurun 15 tahun kedua
pemerintahannya, kekuasaan
pemerintahan sedemikian ter-
konsentrasi dalam tangannya,
sehingga tidak ada lagi yang da-
pat memberikan koreksi ke-
padanya, diiringi oleh serangkai-
an kebijaksanaan ekonomi yang
ternyata telah menyebabkan ke-
bangkrutan Indonesia. Dalam
tahun 1998 ia dipaksa mengun-
durkan diri, bukan saja oleh kare-
na terjadinya serangkaian de-
monstransi mahasiswa, tetapi
juga oleh karena sebagian besar
menterinya tidak bersedia lagi
untuk bertugas di bawah pim-
pinannya.

Pengalaman yang sama teru-
lang lagi pada Presiden KH Ab-
durrahman Wahid yang sede-
mikian yakinnya terhadap kha-
risma yang memang dipunyai-
nya di kalangan warga NU, khu-
susnya di propinsi Jawa Timur,
sehingga ia mengabaikan prinsip-
prinsip kepemimpinan yang
baik, termasuk dalam bidang
manajemen pemerintahan. Ia
bukansaja menolak untuk mem-
berikan pertanggungjawaban
kepada MPR, tetapi juga menge-
luarkan dekrit membubarkan
Lembaga Tertinggi Negara itu,
yang dinyatakan tidak sah oleh
Mahkamah Agung RI, sehingga.
MPR - kecuali Fraksi PKB yang
tidak mau hadir dalam sidang —
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memutuskan memberhentikan-
nya sebagai presiden Republik
Indonesia. Ia merupakan pre-
siden pertama yang diberhenti-
kan oleh MPR.

Ditinjau dari segi kultur poli-
tik, apakah “garis merah” dari
ketiga presiden yang turun de-
ngan cara yang tidak lazim ter-
sebut?. Banyak pengamat meng-
garisbawahi kenyataan bahwa
semua mereka berasal dari dan
sepenuhnya hidup dalam kultur
politik Jawa, yang baru merasa
nyaman kalau seluruh kekua-
saan berada di dalam tangan-
nya, dan bahwa kekuasaan tidak
dapat dibagi, apalagi dibantah.
Dengan perkataan lain, dari segi
kultur politik, ketiganya belum
mengindonesia, karena mereka
tidak sepenuhnya merasa nya-
man dengan suasana Bhinneka
Tunggal Ika. Sebagai perban-
dingan, Presiden B.]. Habibie -
yang secara kultural bukan ber-
orientasi Jawa, dan merupakan
presiden pertama dalam alam re-
formasi — memberikan suatu
suasana baru kepada Indonesia,
suasana yang lebih bebas, suasa-
na yang lebih demokratis.

- Dengan demikian, mungkin
salah satu jalan keluar dari ken-
dala kultural ini adalah dengan
mengindonesiakan Pancasila itu,
dalam arti menyusun sistem ke-
negaraan serta sistem pemerin-
tahan yang selain didasarkan
pada lima aksioma Pancasila,

juga nyaman dengan kemaje-
mukan Indonesia, baik dari segi
agama, ras, etnik, maupun .
golongan. Untuk ini, maka ga-
gasan untuk mengadakan rang-
kaian amandemen terhadap Ba-
tang Tubuh dan Penjelasan Un-
dang-Undang Dasar 1945, bu-
kan saja absah, tetapi juga per-
lu.

Tinjauan Politik: Tantangan
dan Kendala

Tantangan

Tantangan dasar yang di-
hadapi Soekarno sebagai nega-
rawan adalah bagaimana cara-
nya ia mewujudkan visi politik-
nya itu ke dalam kenyataan, khu-
susnya untuk mengikat dan
menggerakkan seluruh lapisan
dan kalangan dalam bangsa In-
donesia yang majemuk itu se-
cara terpadu dalamsuatu sistem
kenegaraan dan sistem pemerin-
tahan, di mana seluruhnya bisa
merasa nyaman. Kelihatannya
dalam hubungan ini beliau
menghadapi dua tantangan,
yang satu bersifat konseptual,
yang lainnya bersifat institusio-
nal.

Tantangan Konseptual

Tantangan konseptual Pan-
casila adalah memahami dan
merumuskan secara jernih —
serta disepakati bersama dengan
sungguh-sungguh - tentang kan-
dungan nilai dan makna Pan-
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casila, baik masing-masing sila
maupun Pancasila sebagai suatu
kebulatan ide.

Misalnya, apa yang sesung-
guhnya kita maksud dengan Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa?
Apakah suatu negara theokrasi,
di mana para agamawan secara
langsung memerintah sesuai de-
ngan ajaran agama? Jika ya, ba-
gaimana memberi tempat kepa-
da banyak agama dan keyakinan
yang dianut oleh rakyat Indone-
sia? Dan bagaimana pula men-
dudukkan perbedaan mazhab
dan sekte pada masing-masing
agama? Lalu, bagaimana me-
minta pertanggunganjawab dari
para agamawan ini, baik sebagai
golongan maupun sebagai indi-
vidu, seandainya mereka men-
yalahgunakan kekuasaannya
itu? Di mana pula tempat rakyat
dan demokrasi? Mengapa Pan-
casila yang sudah disepakati
dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar 1945 pada tanggal
18 Agustus 1945 masih harus
“didampingi” oleh tuntutan di-
berlakukannya kembali Piagam
Jakarta tanggal 22 Juni 1945, de-
ngan tambahan anak-kalimat:
“dengan kewajiban menjalan-
kan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”? Apakah tepat
kekuasaan negara dan penye-
lenggaraan negara digunakan
untuk mewajibkan para penga-
nut agama menjalankan syariat
agamanya? Bagaimana kalau

agama yang bersangkutan tidak
mengajarkan pewajiban dan pe-
maksaan oleh negara itu, tetapi
lebih menekankan kesadaran
hati nuraninya?

Apa pula yang kita maksud
dengan sila Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab? Benarkah kita
menghargai harkat dan mar-
tabat manusia? Ataukah kita ha-
nya menghargai kekuasaan ser-
ta harta benda? Atau hanya me-
muliakan diri serta golongan kita
sendiri? Apa kaitannya dengan
berbagai instrumen hukum inter-
nasional hak asasi manusia?
Mengapa demikian sulit me-
masyarakatkan gagasan men-
genai hak asasi manusia ini?
Mengapa demikian kuat kesan
bahwa masyarakat kita tidak
demikian menghargai nyawa
orang?

Bagaimana pula dengan Sila
Persatuan Indonesia? Benarkah
kita masih ingin bersatu? Meng-
apa demikian marak keinginan
di beberapa daerah memisahkan
diri dari Republik Indonesia?
Menyesalkah mereka dengan
pengalaman hidup bernegara?
Apakah visi kita mengenai Indo-
nesia yang bersatu: apakah Indo-
nesia yang diurus secara terpu-
sat, ataukah Indonesia yang ju-
ga menghargai kemajemukan
rakyatnya, yang hidup tersebar
di banyak pulau dan mempu-
nyai latar belakang sejarah dan
kebudayaan? Mengapa lapisan
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elite kita bagaikan acuh tak acuh
terhadap penderitaan rakyat
dan hanya asyik dengan dirinya
sendiri? Apakah mereka ada me-
rasa satu dengan rakyatnya itu,
ataukah hanya dengan kaum
kerabat serta golongannya sendi-
ri?

Apa pula faham kita tentang
sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan da-
lam Permusyawaratan/Perwak-
ilan? Manakah yang lebih tepat
tentang sistem pemilihan umum:
sistem proporsional atau sistem
distrik? Mana pula yang lebih
tepat bagi Indonesia: sistem pe-
merintahan presidensial atau
sistem pemerintahan parlemen-
ter? Bagaimana pula peranan
partai dan bagaimana menjamin
pertanggungannya kepada rak-
yat, kalau mereka - dan wakil-
wakilnya di dewan-dewan per-
wakilan — ternyata hanya me-
mentingkan dirinya sendiri? Apa
sikap kita terhadap gejala money
politics yang dipraktekkan secara
luas di Indonesia dewasa ini, se-
jak dari tingkat nasional sampai
ke tingkat daerah?

Akhirnya, apa pula yang kita
maksud dengan sila Keadilan So-
sial bagi Seluruh Rakyat Indone-
sia? Benarkah kita menganut
nilai dan visi ini? Mengapa kita
bagaikan tidak acuh melihat
demikian banyak ketidakadilan
terhadap rakyat Indonesia, baik
dalam bidang politik, ekonomi,

sosial, maupunbudaya? Menga-
pa di negara kita belum ada ga-
gasan tentang apa yang di negeri
lain dikenal sebagai social securi-
ty system?

Tantangan Kelembagaan

Jika kita sudah mempunyai
kesamaan visi dan faham me-
ngenai sila-sila tersebut di atas,
bagaimana menuangkannya ke
dalam sistem politik dan sistem
kenegaraan kita? Mana yang
baik: negara federal yang pernah
kita coba dan kemudian kita to-
lak karena merupakan alat pe-
cah-belah oleh rezim Hindia Be-
landa, atau negara kesatuan
yang sekarang kita pakai dan
ternyata masih menghadapi
demikian banyak masalah de-
ngan kemajemukan masyarakat
kita?

Bagaimana sebaiknya peran
Majelis Permusyawaratan Rak-
yat, Dewan Perwakilan Rakyat,
[Dewan Perwakilan Daerah],
Dewan Pertimbangan Agung,
Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Lembaga Kepresidenan? Bagai-
mana caranya menjamin agar
para anggota lembaga-lembaga
ini tetap menghormati sumpah
jabatannya? Mengingat demiki-
anbesarnya kekuasaan presiden,
dan mengingat bahwa tidak de-
ngan sendirinya presiden terpi-
lih mempunyai kemampuan
memimpin korps penyelenggara
negara yang demikian besar dan
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kompleks, apakah belum waktu-
nya untuk mewajibkan adanya
seorang perdana menteri profe-
sional, yang di Perancis dikenal
dengan nama sistem pemerintah-
an semi presidensial?

Mengingat bahwa lazimnya
partai-partai politik lupa kepada
para pemilihnya setelah pemilih-
an umum dan hanya memikir-
kan dan memperjuangkan ke-
pentingannya sendiri saja, apa-
kah belum saatnya dibentuk
suatu forum para pemilih di
daerah, untuk memantau, meng-
kritisi serta -jika perlu mengada-
kan class action - terhadap mere-
ka yang dipilih ini? Bagaimana
kalau kita bentuk semacam Inde-
pendent Citizens’ Forum atau In-
dependent Voters and Taxpayers
Association? Bukankah secara
hipotetik lembaga-lembaga ini
akan mempunyai daya tekan
yang efektif terhadap para son-
toloyo politik Indonesia, yang
demikian banyak beraksi di
panggung politik??

Ringkasnya, dimensi kelem-
bagaan Pancasila perlu mem-
berikan jawaban terhadap kebu-
tuhan kita memperoleh efek si-
nergi sebesar-besarnya dari per-
satuan dan kita sebagai bangsa,
sambil menekan sekecil-kecilnya
dampak negatif yang bisa terja-

di pada demikian besarnya aku-
mulasi sumber daya nasional di
tangan mereka yang sedang me-
megang tampuk kekuasaan pe-
merintahan, baik di tingkat pe-
merintah pusat maupun di ting-
kat daerah.

Salah satu kemungkinan upa-
ya untuk hal itu adalah dengan
secepat-cepatnya meningkatkan
taraf pendidikan, kecerdasan ser-
ta sikap kritis rakyat kita, dan
jangan membiarkan berlanjut-
nya kelicikan elite untuk mem-
perbodoh rakyat dengan ber-
bagai cara yang sudah tak di-
gunakan lagi di negara lain yang
lebih beradab, seperti menyebar-
nyebarkan “kesaktian” sang pe-
mimpin. Baik secara formal mau-
pun secara informal, berbagai va-
riasi demokrasi terpimpin harus
ditolak dengan tegas, karena
ajaran tersebut memandang
rakyat yang berdaulat itu hanya
sebagai wong cilik atau sekedar
sebagai epigon. Sungguh sangat
melecehkan. Pemimpin harus
diukur dari kredibilitas pribadi
serta kinerjanya untuk orang
banyak. Jika mereka default, gan-
ti.

Secara pribadi sungguh sa-
ngat sulit bagi penulis untuk me-
mahami - apalagi untuk mene-
rima - sikap politik beberapa go-

2 Terlampir adalah sebuah draft anggaran dasar Perkumpulan Pemilih Independen
dan Pembayar Pajak, yang telah penulis sebarkan di beberapa daerah untuk menda-

patkan tanggapan dan penyempurnaan.
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longan dalam masyarakat kita
yang dahulu mengatakan pejah
gesang ndherek Bung Karno, atau
kami akan mengatakan langit itu
kuning kalau Gus Dur mengata-
kan langit itu kuning.

Lebih terjangkau oleh akal
penulis pidato Abu Bakar r.a.
dalam penerimaan jabatan se-
bagai chalifah pertama Islam,
yang mengatakan bahwa beliau
bukanlah yang terbaik di kalang-
an kaum Muslimin, dan dengan
rendah hati meminta agar hanya
menurut perkataan beliau kalau
beliau benar, dan menolaknya
kalau beliau beliau salah. Bukan-
kah itu yang dinamakan sebagai
kepemimpinan demokratis, de-
mocratic leadership, yang kelihat-
an agak sesuai dengan Pancasi-
la?

Kendala

Kendala Kultural

Ada suatu kendala kultural
yang menghambat Soekarno
dalam mewujudkan visi politik-
nya itu, yaitu bahwa dalam ob-
sesi beliau mewujudkan kesatu-
an Indonesia, Ir. Soekarno agak
mengabaikan betapa menda-
sarnya kemajemukan Indonesia,
yang bukan saja ditempa oleh
sejarah daerah yang amat pan-
jang, tetapi juga diresapi oleh
perbedaan agama yang mempu-
nyai ajaran yang amat berbeda
satu sama lain. Bahkan dalam
satu agama yang sama bisa ter-

dapat perbedaan dalam mazhab
yang dianut. Soekarno amat ter-
obsesi pada gagasan kesatuan
yang monolit, kesatuan yang
tidak mentolerir kemajemukan.
Ia menyukai kesatuan yang bisa
dikendalikan oleh seorang tokoh
besar, yaitu oleh ia sendiri.

Seperti juga halnya dengan
Soekarno, sungguh sangat sulit
untuk menyadarkan lapisan elite
Indonesia lainnya terhadap ke-
majemukan Indonesia, juga me-
reka yang secara pribadi berasal
dari luar Jawa. Sukar untuk
membantah, bahwa keseluruhan
proses pembahasan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945
sangat diwarnai oleh kultur poli-
tik para anggota BPUPK]I, yang
sebagian besar berasal dari latar
belakang budaya Jawa. Budaya
politik Jawa, yang telah demiki-
an mendasar diulas oleh Soemar-
said Moertono, berputar pada
konsep kekuasaan yang terpusat
di ibu kota, dilingkari oleh dae-
rah-daerah taklukan di sekitar-
nya.

Mungkin itulah yang menye-
babkan mengapa Drs. Moham-
mad Hatta — yang agak jarang
dan tidak demikian suka berpi-
dato itu — demikian berkobar-
kobar berbicara sewaktu beliau
membela kemerdekaan berpikir
dan berbicara, dan tentang hak
daerah untuk mengatur dan
mengurus dirinya sendiri. Secara
implisit dan eksplisit, sebagai se-
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orang yang berasal dari masya-
rakat yang mempunyai budaya
politik yang bersifat egalitarian,
layak ia merasa amat risau de-
ngan kecenderungan sentralistik
dan otoritarian yang terkandung
dalam budaya politik Jawa itu.

Bersama dengan Ki Hadjar
Dewantara, yang pernah men-
gadvokasikan konsep democratie
met leiderschap, Soekarno sendiri
tidaklah terlalu risau dengan
masalah itu. Ia sendiri kemudi-
an bahkan mengajukan dan
mempraktekkan konsep demo-
krasi terpimpin. Secara kultural
ia memang cukup familier dan
nyaman dengan konsep politik
itu, dan dapat merasa asing de-
ngan kultur politik egalitarian, di
mana semua orang “duduk sama
rendah tegak sama tinggi”.

Di sinilah terletak kendala
utama Pancasila. Konsep nasio-
nalisme yang pada dasarnya
merupakan konsep modern, dan
secara teoretikal mampu me-
nampung pluralitas masyarakat
Indonesia, diberi wadah konsti-
tusional yang hanya cocok de-
ngan budaya politik suatu dae-
rah, dalam hal ini budaya poli-
tik Jawa. Mungkin itulah sebab-
nya mengapa sejarah politik na-
sional Indonesia bagaikan ber-
ayun-ayun antara format nega-
ra kesatuan dengan negara fe-
deral, antara pemerintahan yang
sangat sentralistik dengan tekan-
~an untuk mendesentralisasikan

kekuasaan dan sumber daya,
hubungan yang tidak pernah sta-
bil antara pusat dan daerah, an-
tara keinginan untuk mencapai
masyarajat adil dan makmur
dan keharusan untuk melancar-
kan rangkaian operasi militer ke
daerah-daerah yang resah, an-
tara konsep Wawasan Nusan-
tara dan Ketahanan Nasional
yang dirumuskan dalam tahun
1965, dengan sesanti Bhinneka
Tunggal Ika yang diresmikan
dalam tahun 1951, antara ke-
inginan membangun suatu Indo-
nesia yang modern, dengan dam-
baan untuk memelihara dan me-
lestarikan warisan nenek mo-
yang.

Jauh sebelumnya, dalam da-
sawarsa 1930-an, para budaya-
wan Indonesia telah terpecah
antara aliran Sutan Takdir Ali-
sjahbana yang tanpa tedheng-
aling-aling menganjurkan meli-
hat ke Barat yang modern, de-
ngan aliran Sanusi Pane, yang
masih mendambakan kegemi-
langan era Borobudur di masa
lampau. Polemik kebudayaan
ini, demikianlah perdebatan itu
kemudian dinamakan, kelihatan-
nya belum selesai. Bahkan pada
tahun 1991, dalam Kongres Ke-
budayaan nasional, masalah ini
masih hangat dibicarakan.

Namun, mau tidak mau, Re-
publik Indonesia dewasa ini hi-
dup dalam dunia modern dan
telah menjadi bagian integral
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daripadanya. Nasionalisme ma-
sih tetap relevan untuk menjadi
dasar dari terbentuk dan ber-
fungsinya negara-negara, akan
tetapi nasionalisme itu harus
menempatkan diri dalam kon-
teks baru ini dan memberi tem-
pat bagi dua fenemona politik
modern, yaitu kebangkitan kesa-
daran komunitas etnik akan
identitas dirinya, serta tumbuh-
nya komunitas politik dunia baru
yang bernama Perserikatan
bangsa-Bangsa. Masyarakat da-
erah yang merasa ditindas oleh
negara nasionalnya, kini bukan
hanya semakin vokal menuntut
pengakuan terhadap identitas
dirinya - seperti telah terwujud
di Aceh dan di Papua - tetapi
juga dapat mengajukan appeal
kepada Perserikatan Bangsa
Bangsa dan atau mencari du-
kungan dari negara-negara lain
yang bersimpati. Baik karena de-
sakan dari dalam maupun kare-
na tekanan dari luar ini, Repu-
blik Indonesia harus mengkaji
ulang format kehidupannya ber-
bangsa dan bernegara.

Kendala Struktural

Bersisian dengan kendala kul-
tural tersebut adalah kendala
struktural, berupa tatanan kene-
garaan yang amat sentralistik
yang tercantum dalam pasal-
pasal Undang-Undang Dasar
1945 yang asli. Pasal-pasal
dalam Batang Tubuh — dan

Penjelasan Undang-Undang Da-
sar 1945 — dirumuskan oleh se-
buah panitia kecil yang dipimpin
oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, yang
kelihatannya belum sempat me-
mahami semangat nasionalisme
dan demokrasi yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar 1945.

Oleh karena pada dasarnya
negara adalah suatu struktur or-
ganisasi yang mempunyai tiga
komponen yang saling tergan-
tung satu sama lain - yaitu rak-
yat, wilayah dan pemerintah,
maka upaya menangani kenda-
la struktural ini mempunyai re-
levansi langsung dengan eksis-
tensi negara itu sendiri. Hal itu
akan kita ulas dalam bagian
berikut.

Merancang Masa Depan

Urgensi Reformasi Politik

Sebagai salah satu upaya un-
tuk keluar dari krisis berganda
yang dialami Indonesia sejak ta-
hun 1977, MPR melancarkan se-
rangkaian reformasi, termasuk
dalam bidang politik. Namun
terlihat jelas bahwa pelaksana-
annya tidaklah semudah meru-
muskan kalimat-kalimat Kete-
tapan MPR. Ada berbagai kon-
sep tentang reformasi. Lagi pula
kelihatannya segala hal yang me-
nentang semua tatanan yang
pernah ada, bisa dianggap ter-
masuk dalam reformasi. Hampir
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tidak ada batas antara reformasi
yang bersifat inkremental dan
terencana, denganrevolusi.yang
— seperti dikatakan Ir. Soekar-
no — adalah Umwertung aller
Werte, menjungkirbalikkan se-
mua nilai. Hasilnya adalah suatu
keadaan yang tidak jauh dari
anarki.

Seyogyanya, inti reformasi
adalah memelihara segala yang
sudah baik dari kinerja bangsa
dan negara di masa lampau,
mengoreksi segala kekurangan-
nya, sambil merintis pembaharu-
an untuk menjawab tantangan
masa depan. Reformasi politik
adalah reformasi dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernega-
ra, khususnya yang berkenaan
dengan hubungan antara sesa-
ma warganegara, dan hubungan
antara warganegara dengan
negara.

Pancasila, yang merupakan
lima aksioma politik yang disari-
kan dari kehidupan masyarakat
Indonesia sendiri, jelas akan
mantap jika diwadahi dalam
sistem politik yang demokratis,
yang dengan sendirinya meng-
hormati kemajemukan masya-
rakat Indonesia. Pemilihan
umum, salah satu sarana demo-
krasi yang penting, baru dipan-
dang bebas apabila dilakukan
secara lansung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil, serta di-
ikuti oleh banyak partai, yang
- memberikan banyak pilihan ke-

pada para pemilih. Demikianlah,
para pengamat bersepakat bah-
wa pemilihan umum yang pa-
ling demokratis adalah Pemilih-
an Umum 1955 dan 1999.
Suatu kritik yang sering di-
sampaikan terhadap kedua pe-
milihan umum tersebut serta pe-
merintahan yang dihasilkannya,
adalah bahwa peserta pemilihan
umum tersebut terlalu banyak,
sehingga hampir mustahil untuk
timbulnya suatu partai mayori-
tas yang akan memikul tang-
gungjawab dalam membuat
keputusan politik. Tidaklah mu-
dah mengambil keputusan dalam
suasana multi partai tersebut.
Bagaikan suatu pemerintahan
parlementer, pemerintahan pre-
sidensial di Indonesia dirasakan

‘amat tidak stabil. Namun di ne-

geri-negeri lain, pemerintahan
yang tidak stabil tidak dengan
sendirinya akan berarti tidak sta-
bilnya pelayanan kepada publik.
Syaratnya adalah apabila biro-
krasi pemerintahan dirancang
secara profesional, dan bebas
dari pengaruh partai-partai poli-
tik yang jatuh bangun silih ber-
ganti.

Namun jika ditinjau secara
positif, kesukaran mengambil
keputusan dalam suasana sistem
multipartai bukanlah dengan
sendirinya merupakan sesuatu
hal yang buruk. Hal itu bahkan
dapat menjadi suatu pendorong
untuk meningkatkan kualitas ke-
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pemimpinan serta kemampuan
bernegosiasi dari tokoh-tokoh
partai dan para negarawan lain-
nya. Hal ini amatlah vital dalam
suatu demokrasi, di mana kekua-
saan harus dibagi antara semua
fihak yang berkepentingan. Me-
mang pada dasarnya politik ada-
lah the art of power sharing, poli-
tik adalah seni berbagi kekua-
saan.

Hal itu tidak hanya berlaku
antara berbagai partai politik di
tingkat nasional, tetapi juga da-
lam hubungan antara pemerin-
tah pusat dengan daerah-dae-
rah. Cepat atau lambat, kekua-
saan negara harus dibagi kepa-
da daerah-daerah, sehingga
masyarakat Indonesia dapat
mengatur dan mengurus dirinya
sendiri, sesuai dengan ciri khas,
aspirasi dan kepentingannya
sendiri. Tidaklah dapat dibantah
bahwa bahwa dalam dunia mo-
dern ini, di mana semuanya ber-
jalan secara cepat, tidak ada ha-
rapan bagi suatu sistem peme-
rintahan yang sentralistik. Cepat
atau lambat, desentralisasi bu-
kan saja merupakan suatu kebu-
tuhan, tetapi juga merupakan
suatu keharusan demokratis.

Kita harus belajar dari peng-
alaman dalam menangani kere-
sahan rakyat di Aceh dan di Iri-
an Jaya. Gaya remote control Pe-
merintah Pusat selama ini harus
dibayar mahal, dengan semakin
maraknya tuntutan untuk mer-

deka di kedua daerah itu, yang
jelas tidak akan memperoleh
sambutan yang diharapkan dari
Pemerintah Pusat mana punju-
ga. Sebagai suatu modus viven-
di, Pemerintah bersama DPR te-
lah mengesahkan suatu bentuk
otonomi khusus, di mana kekua-
saan Pemerintah praktis hanya
bersifat simbolik belaka.

Keterkaitan Reformasi Politik
dengan Reformasi Hukum

Reformasi politik tidaklah
mungkin berdiri sendiri. la meru-
pakan bagian dari keseluruhan
reformasi yang harus dilakukan
bangsa Indonesia, baik untuk
bisa bertahan hidup maupun
untuk bisa bergerak maju ke du-
nia modern yang lebih canggih.
Oleh karena itu reformasi politik
harus terkait dengan reformasi
dalam bidang-bidang lainnya,
antara lain dalam bidang hu-
kum. Segala kegiatan politik
harus sesuai dengan kaidah hu-
kum. Oleh karena itu hukum na-
sional harus dibangun secara
sistematis dan terencana, sehing-
ga tidak ada kekosongan hukum
dalam bidang apa pun juga. Ja-
ngan sampai terjadi ada undang-
undang, tetapi tidak ada pera-
turan pemerintah pelaksanaan-
nya, seperti sering kita alami se-
lama ini.

Pelanggarannya harus diko-
reksi sesuai dengan ketentuan
hukum. Jika ius constitutum -hu-
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kum positif yang berlaku - tidak
lagi sesuai denganrasa keadilan,
perlu diadakan pembaharuan
hukum, dalam format ius constit-
uendum. Bagaimanapun, kegiat-
an politik harus berlangsung ber-
langsung dalam format yuridis.

Suatu gejala yang sangat
menyedihkan dalam kehidupan
hukum dewasa ini adalah le-
mahnya kualitas penegakan hu-
kum, yang terkait erat dengan
gejala yang lazim disebut sebagai
mafia pengadilan, di mana poli-
si, jaksa, hakim, dan petugas
lembaga pemasyarakat dapat
“dibeli”.

Relevansi Rangkaian Amande-
men Undang-Undang Dasar
1945

Sesuai dengan namanya,
suatu undang-undang dasar
mempunyai arti yang penting
karena merupakan dasar bagi
seluruh peraturan perundang-
undangan lainnya. Dalam hu-
bungan ini UUD 1945 mempu-
nyai arti yang khusus, oleh kare-
na selain mempunyai dimensi
yuridis konstitusional seperti ter-
cantum dalam pasal-pasalnya,
juga mempunyai dimensi historis
dan ideologis, karena memuat
dasar negara sebagai dasar pe-
nerimaan kontrak politik pem-
bentukan negara serta mengan-
dung rumusan dua tujuan nega-
ra, empat tugas pemerintahan
" serta sistem dan stuktur peme-

rintahan, yang dikristalisasikan
dari dan dalam kultur politik na-
sional. Seperti telah diterangkan
di atas, ada diskrepansi antara
visi kepancasilaan dengan sistem,
struktur serta kultur politik na-
sional yang mendukungnya,
yang pada dasarnya berakar
pada kecenderungan sentralistik
dan pengabaian kemajemukan
masyarakat Indonesia. Dis-
krepansi ini telah merupakan
akar penyebab dari instabilitas
politik berkepanjangan, yang
mempunyai dampak negatif ke
berbagai bidang. '
Reformasi nasional yang ber-
mula dari bulan Mei 1998 mem-
buka peluang untuk melakukan
pembenahan terhadap UUD
1945 tersebut, dalam wujud em-
pat kali amandemen, yang bukan
lagi terutama bertitik tolak secara
deduktif dan teoretikal dari suatu
paradigma, tetapi secara induk-
tif untuk mengoreksi berbagai
pengalaman pahit dalam ke-
hidupan berbangsa dan berne-
gara. Beberapa hal penting dari
rangkaian amandemen tersebut
bagi pembangunan nasional
bidang sosial politik adalah: (a)
Ada keinginan kuat untuk me-
ngukuhkan kembali substansi
kontrak politik dalam memben-
tuk Republik Indonesia, khusus-
nya yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945, dan be-
berapa pasal UUD tersebut, se-
perti dasar kedaulatan rakyat,
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bentuk negara kesatuan, kese-
taraan agama dan umat beraga-
ma, dan sistem pemerintahan
presidensial. Tidak ada yang
mengutak-atik lagi Pancasila se-
bagai dasar negara, walaupun
tiga partai politik masih beru-
paya mengamandemen pasal 29
UUD 1945; (b) Namun terdapat
kesadaran yang sama kuatnya
bahwa tatanan kenegaraan dan
format pemerintahan yang di-
pergunakan selama ini memerlu-
kanrevisi berat sebelum dapat di-
gunakan secara tepat guna dan
berdaya guna untuk melayani
masyarakat Indonesia yang de-
mikian majemuk itu. Revisi berat
tersebut terlihat dalam hal-hal
sebagai berikut: (1) Menyempur-
nakan substansi Undang-Un-
dang Dasar 1945, dengan me-
lengkapinya dengan pasal-pasal
yang menjamin hak asasi manu-
sia. Seperti kita ketahui, walau-
pun kemanusiaan yang adil dan
beradab sudah tercantum se-
bagai sila kedua dari Pancasila,
namun perlu kita ingat betapa
gigihnya Prof. Mr. Dr Soepomo
menolak pencantuman hak asa-
si manusia dalam pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945
karena menganggap hal itu
merupakan pencerminan liberal-
isme dan individualisme.? Pada
saat ini penghormatan terhadap

hak asasi manusia sudah meru-
pakan kesepakatan sejagat yang
tidak dapat diabaikan negara
mana pun juga; (2) Merumuskan
kembali peranan dan struktur
MPRRI, bukan lagi sebagai suatu
lembaga tinggi negara, tetapi le-
bih sebagai sekedar joint session
dari DPR RI dan Dewan Perwa-
kilan Daerah, suatu lembaga
negara baru yang dibentuk un-
tuk melayani aspirasi dan ke-
pentingan daerah; (3) Mengha-
puskan Dewan Pertimbangan
Agung sebagai lembaga tinggi
negara, karena dipandang tidak
effektif, dan menyerahkan pem-
bentukan badan sejenis kepada
presiden, jika hal itu dipandang-
nya perlu; (4) Dalam jajaran
Mahkamah Agung RI dibentuk
sebuah Mahkamah Konstitusi
untuk menyelesaikan sengketa
konstitusional antara lembaga
tinggi negara dan sebuah Lem-
baga judisial untuk menangani
masalah-masalah hukum dan
kehakiman; (5) Menyeimbang-
kan kekuasaan Lembaga Kepre-
sidenan dengan Dewan Perwa-'
kilan Rakyat RI. Banyak ke-
wenangan eksekutif yang selama
ini dipercayakan penuh kepada
presiden, kini memerlukan per-
timbangan parlementer; (6) Me-
netapkan sistem pemilihan lang-
sung bagi pemilihan presiden

3. Sebuah studi penelusuran mengenai hal ini lihat Saafroedin Bahar, 2002, Konteks
Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
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dan wakil presiden. (7) Memberi-
kan perhatian yang lebih besar
terhadap manfaat sistem pemi-
lihan distrik, untuk meningkat-
kan akuntabilitas anggota parle-
men terhadap konstituennya; (8)
Meletakkan titik berat otonomi
daerah pada daerah tingkat 2,
yang dipandang cukup dekat
dengan rakyat yang harus dila-
yani pemerintah;* (9) Untuk be-
berapa daerah yang telah me-
nunjukkan perlawanan terbuka
dan ingin memisahkan diri dari
Republik Indonesia, telah dicari-
kan modus yang diharapkan
dapat meredam kemarahan,
dalam format otonomi khusus;
(10) Perwakilan militer dan utus-
an golongan dalam lembaga le-
gislatif dihapus. Seluruh substan-
si empat kali amandemen UUD
1945 dalam era reformasi ini ke-
lihatannya telah dapat mengin-
donesiakan pelaksanaan Pan-
casila ke dalam bidang politik,
sehingga dapat diharapkan akan
semakin mengukuhkan kebersa-
maan masyarakat Indonesia
yang demikian majemuk menja-
di suatu bangsa yang lebih utuh.
Semuanya sudah “diwongke” .

Urgensi Kualitas Kenegara-
wanan yang Tinggi

Besar kemungkinan Prof. Selo
Soemardjan benar sewaktu be-
liau menyatakan bahwa banyak
kesulitan yang kita hadapi seka-
rang ini disebabkan oleh rezim
kolonial Hindia Belanda bukan
saja membuatasi pendidikan pen-
duduk, tetapi juga tidak memper-
siapkan kaum Bumiputera Indo-
nesia untuk menduduki jabatan-
jabatan tinggi. Sewaktu kita mer-
deka, hanya sekitar 7% pendu-
duk yang berpendidikan. Sampai
saat ini, hampir enam dasawar-
sa merdeka, sebagian besar pen-
duduk kita hanya berpendidikan
Sekolah Dasar. Sungguh amat
sedikit yang sudah mengenyam
pendidikan tinggi.

Dapatlah dipahami bahwa
ada suatu dilemma yang dipa-
hami oleh para pemimpin Indo-
nesia yang berpendidikan tinggi:
Pada suatu sisi jika mereka hen-
dak memperoleh dukungan mas-
sa yang relatif berpendidikan
rendah tersebut, mereka bukan
saja harus mampu memahami
massa - setidak-tidaknya berpu-
ra-pura mampu memahami me-

4. Mengenai masalah ini ada sedikit catatan, yaitu oleh karena belum adanya peraturan
pemerintah yang memadai sebagai petunjuk pelaksanaan dan karena masih
rendahnya kualitas politisi lokal, banyak masalah timbul dalam hubungan antara
cabang legislatif dan cabang eksekutif pemerintahan, serta kurangnya akuntaili-
tas publik dari para anggota DPRD. Juga tidak demikian jelas hubungan antara
pemerintahan kabupaten dan kotamadya dengan pemerintahan propinsi.
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reka — tetapi juga mampu meng-
gerakkannya, padahal secara
sosiokultural mereka sudah ter-
pisah jauh dari massa tersebut.
Pada sisi lain, jika mereka hen-
dak mempercepat laju kemajuan
masyarakat ke tingkat yang se-
jajar dengan negeri-negeri lain,
tidak mustahil mereka akan di-
hujat oleh rakyat banyak, yang
tidak memahami visi mereka,
atau “memahami”-nya secara
membuta karena kharisma pri-
badi para pemimpin tersebut.

Oleh karena itu sungguh di-
perlukan kualitas kenegarawan-
an yang tinggi di kalangan para
pemimpin Indonesia, bukan ha-
nya untuk memahami dan men-
jabarkan sila-sila Pancasila yang
amat abstrak itu, tetapi juga un-
tuk memimpin rakyat yang
umumnya masih hidup dalam
lingkungan primordialnya ma-
sing-masing.

Namun di sinilah terletak inti
masalahnya. Kualitas kenega-
rawanan yang tinggi itu sendiri
merupakan barang langka, bu-
kan saja dahulu tetapi juga saat
ini. Lebih dari itu, terdapat in-
dikasi menurunnya kualitas ke-
negarawanan tersebut, bukan
hanya dalam bidang eksekutif
tetapi juga dalam bidang legisla-
tif. Bila tidak demikian halnya,
bagaimana mungkin akan terja-
di aksi “bakupukul” di antara
para anggota MPR RI dalam
Sidang Tahunan MPR tahun

2001? Atau kelakuan anggota
DPR RI dan DPRD-DPRD Dae-
rah, baik tingkat propinsi mau-
pun kabupaten dan kotamadya,
yang hanya asyik memadatkan
kantongnya sendiri dari dana
APBN dan APBD, serta dari mo-
ney politics pada saat para kepa-
la daerah menyampaikan Lapor-
an Pertanggungan Jawab (LPJ)
mereka?

Apakah tidak ada jalan kelu-
ar dari keadaan ini? Apakah me-
mang perlu keseragaman kuali- .
tas kenegarawanan dari para
pemimpin Indonesia? Mengingat
adagium: a people will get the lead-
ers they deserve, apakah boleh
diberi peluang untuk tumbuhnya
berbagai kualitas kenegarawan-
an para pemimpin sesuai dengan
konteks daerahnya? Dengan per-
kataan lain bolehkah kita me-
ngembangkan suatu contextual
leadership, yang selain memung-
kinkan ditumbuhkannya tipe
kepemimpinan yang berbeda-
beda untuk setiap daerah, juga
mengharuskan disepakatinya
tolok ukur kepemimpinan yang
tepat untuk tingkat nasional?

Untuk daerah Jawa Timur,
tipe kepemimpinan KH Abdur-
rahman Wahid yang kharisma-
tik mungkin sudah tepat, namun
agak susah menerapkan di dae-
rah lain, di mana kharisma pe-
mimpin tidak demikian diper-
soalkan, dan dimana kinerjanya
yang lebih diutamakan.
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Untuk tingkat nasional, rasa-
nya layak untuk kita perhatikan
gagasan Herbert Feith mengenai
adanya dua tipe kepemimpinan
untuk Indonesia, yaitu tipe soli-
darity-makers seperti Ir. Soekar-
no, dan tipe administrators se-
perti Dr. Mohammad Hatta. Na-
mun soalnya: bisakah kedua tipe
ini bekerjasama dalam suatu tim,
agar tidak terulang peristiwa
mundurnya Dr. Hatta dalam bu-
lan Desember 1956, karena su-
dah tidak tahan dengan gaya
otoriter Ir. Soekarno.

Kesimpulan

Pancasila telah diterima se-
cara luas sebagai lima aksioma
politik yang disarikan dari ke-
hidupan masyarakat Indonesia
yang majemuk dan mempunyai
sejarah yang sudah tua. Namun
ada masalah dalam penuangan-
nya ke dalam sistem kenegaraan
dan sistem pemerintahan, yang
ditata menurut model sentralis-
tik yang hanya dikenal dalam
budaya politik Jawa. Doktrin
Wawasan Nusantara dan Keta-
hanan Nasional masih mengan-
dung nuansa yang amat sentra-
listik, dan perlu disempurnakan
dengan melengkapinya dengan
Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

Sebelum ini ada diskrepansi
antara nilai yang dikandung
Pancasila dengan format kenega-
raan dan pemerintahan yang
mewadahinya. Penyelesaiannya

terasa seakan-akan merupakan
kebijakan ad hoc yang berkepan-
jangan. Di masa depan, kehi-
dupan politik berdasar aksioma
Pancasila harus terkait langsung
dengan doktrin Bhinneka Tung-
gal lIka, dimana setiap daerah,
setiap golongan, setiap ras, setiap
umat beragama, setiap etnik ber-
hak mengatur dan mengurus di-
rinya sendiri (souverein in eigen
kring). Negara dan Pemerintah
dapat memusatkan diri pada
masalah-masalah yang benar-
benar merupakan kepentingan
seluruh masyarakat, atau selu-
ruh bangsa, seperti masalah
fiskal dan moneter, keamanan,
hubungan luar negeri, atau
hubungan antar umat beragama.
Pemerintah nasional yang efek-
tif dalam menunaikan dua tugas
pokok negara, beriringan dengan
pemerintah daerah yang selain
efektif dalam melaksanakan dua
tugas dasar pemerintah daerah,
juga melayani aspirasi dan ke-
pentingan khas dari masyarakat
daerah yang bersangkutan.
Agar Pancasila yang telah di-
kaitkan langsung dengan doktrin
Bhinneka Tunggal Ika itu dapat
berjalan dengan stabil, seluruh
kaidahnya harus dituangkan
dalam format hukum, yang se-
lalu harus dijaga agar sesuai de-
ngan perkembangan rasa keadil-
an masyarakat. Kita patut ber-
syukur, bahwa empat kali aman-
demen UUD 1945 dalam era re-
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formasi nasional telah mampu
menampung dinamika bangsa
ini, khususnya dengan mengakui
kesetaraan antara berbagai un-

sur dalam batang tubuh bangsa
Indonesia serta mewadahinya
dalam sistem dan struktur pe-
merintahan yang baru.



